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PENDAHULUAN

Pada hakekatnya Standardisasi Industri Indonesia merupakan
'sagian integral dari proses produksi dan termasuk sarana nokok untuk-
menbawa pembangunan ketahap industrialisasi.
rungsi Standardisasi industri tidak hanva sekedar sebagai salah satu
~rogram Kerja dari kebijaksanaan Pemerintah c.q. Departemen Perindus .
rrian untuk membina industri, akan tetapi jauh lebih luas lagi, vaitu
Lnituk menjamin keselamatan dan kesejahteraan selurun warga nejara dan
-, sbagai salah satu prasarana utama untuk tujuan memasyarakatkan indus
tri dan mengindustrikan masyarakat.

Oleh karena itu, baik penetapan dan penyusunan Standar Indus
tri yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian maupun penerapan --
standar Industri sebagai bagian dari kegiatan pengembangan industri ,hen
daknya dikelola dan didukung oleh berbagai sektor, karena pembangunan —
industri pada dasarnya erat hubungannva satu sama lain. Yang terkait ——

tidak hanya yang ada hubungannya dengan Kesehatan, Keselamatan dan Kea-
manan Konsumen,akan tetapi juga dengan produk-produk yang memouny /ai ——-
prospek ekspor guna menunjang peningkatan ekspor non migas sebagai peng

hasil devisa.
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I. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DIBIDANG STANDARDISAST.

1. PENGERTIAN.
Standar Industri adalah :
Ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi
segi menyangkut pentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain —-
mengolah, cara menggambar ,cara

industri yang disatu

serta disegi lain menyangkut cara
menguji dan lain-lain.
( Undang-Undang No.5 tahun 1984 pasal 1 ayat (16)

Standardisasi Industri adalah penyeragaman dan nenerapan dari Standar
Industri, (Undang-Undang No.5 tahun 1984 rmasal 1 ayat 17).
Jadi Standardisasi industri pada hakekatnya tidak dapat dinisah-

kan dari proses produksi , karena adanya standardisasi akan memberikan

suatu jaminan kearah tercapainya peningkatan efisiensi dan kenaikkan -
produktifitas kerja, sehingga memunakinkan dihasilkannya produk-nroduk

industri yang relatip 1ebih rendah biayanya namum dengan mitu vang da-
pat diandalkan.

2. TUJUAN STANDARDISASI.

Secara umum, baik ditinjau dari seqi kepentingan masyarakat kkon

sumen dan pemerintah maupur kepentingan nrodusen, penqusaha , penyaluar

dan lain-lain., Standar Industri Industri Indonesia ( S.I.I.) mempunyai

tujuan
1. Menunjang pengembangan industri kearah struktur yang diingin

kan.
2. Melindungi kenentingan konsumen melalui mutu barang dan jasa

yang mantap.
Meningkatkan mutu kehidupan, keamanan, kesehatan dan kelesta-

rian lingkungan hidup.



3. MANFAAT S. I. I.

Sallis
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Untuk produksi :
Produksi berencana sejak bahan baku sampai hasil akhir.

- Meningkatkan hasil dan mutu nroduksi.
- Menyederhanakan nengendalian stock.

- Pengembangan teknologi.

- Menekan biayva dan harga.

Untuk Pembelian dan Pesanan :

- Menjamin matu, keandalan dan kemungkinan dipertukarkan.
- Manya data teknis yang sebelumya tidak diketanhui.

- Perbandingan mutu barang.

- Penyederhanaan pesanan.

- “emercenat penyerahan

_ Melindungi kepentingan dan keselamatan pamakai.

3.3. Untuk Ekonomi Nasional.

- “feningkatkan produksi nasional dalam jumlah dan mutu yang dapat
diandalkan.

Keseimbangan nasional dalam permintaan dan nendadaan.

Menghindari kesalah rahaman dan sengketa dalam kontrak dan pesanan.
\enckan biaya nroduksi dan distribusi.

Merupakan pedoman dalam elaksanaan usaha industri secara nasional.
Mengembangkan perekayasaan dan rancang bangun. |

- Merupakan panduan perbelian

_ pelestarian lingkungan hidup.

4. KEGIATAN STANDARDISASI IWDUSTRT.

Penanganan standardisasi industri di Indonesia oleh Departemen Perin-

dustrian meliputi :
- penyusunan/perumisan S LoLE

- penerapan S.I.I.



4.1._PENYUSUMAN S.I.I.

- Penyusunan Xonsep S.I.I. oleh Tim Teknis Standardisasi Industri/
Balai Balai Besar atau Balai Industri dilingkungan Demartemen Perin
dustrian.

- Parhahasan Konsep S.I.I. sampai mencaprai Konsensus nasional oleh
fihak-fihak yang berkepentingan antara lain Pemerintah, Swasta,
Kadin , Asosiasi, Balai-Balai Penelitian, Lembaga Ilmiah,Lembaga
Konsumen dan lain-lain.

- Pengesahan dan penetapan hasil Konsensus nasional menjadi S.I.I.
oleh Pemerintah (Menteri Perindustrian).

Direncanakan dalam PELITA IV akan disusun 2000 buah S.I.I. dan ——
S.I.I. yang diperlukan untuk mendukung pengembangan industri pada
saat tinggal landas sekitar 8000 huah S.I.I.

Sampai tahun 1984 yang telah disusun berjumlah 2029 buah

Prosedur penyusunan/perunusan S.I.I. dapat digambarkan
sehagai berikut :
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4.2. PENERAPAN S.I.I.

— Penerapan SII dan pengawasannya dilakukan dalam industri, neredaran
dan penggunaan atau konsumsi, agar tercapai rasionalisasi dalam npro
duksi, tercipta versaingan vang schat dalam perdagangan, serta ter-
jamin keselamatan umum dan perlindungan konsumen dalam pengaunaan a
atau konsumsi produk industri.

- Penerapan 35II. dan vengawasannya dalam industri dilaksanakan secara
wajib (obligatory/convulsary) atau suka rela (voluntary) melalui sis
tim penandaan sertifikasi (#Certification Marking System#)

Dalam sistem ini perusahaan yang mampu menqha'silkan rroduk dan menja
min mutunya sesuai dengan S.I.I., dengan pengawasan Departemen Perin
dustrian, dapat diberi izin olsh Menteri Perindustrian untuk membu-

Setian SII yang telah disahkan oleh Menteri Perindustrian dapat di-

terarkan secara sukarela, sedangkan SII yvang diterapkan secara/ wajih
ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian.

Mekanisme penerapan SIT secara wajib maumun sukarela melalui sistem

penandaan sertifikasi Japat dilihat pada gambar 2 dan 3.

“

Pengawasan penerapan SIT dalam peredaran atau pasaran dalam negeri
dilakukan oleh Departemen Perdagangan (S.K. Menteri Perdagangan Nomor
1325 dan 1326 tahun 1984 ).

Apabila produk yang diawasi tidak memenuhi persvaratan SIT, diberi-
tahukan kepada Departemen Perindustrian untuk nenanganan selanjutnya.

Pengawasan peneranan SIT dalam penggunaan dilakukan dalam nrovek Toun-
banqunan atau pengadaan barang namerintah (diatur dalam Buku Pegangin
Penggunaan Produksi Dalam Nederi yang diterbitkan oleh Sekrztariat
Negara) , dalam pambuatan banqunan yandg dilaksanakan oleh kontraktor
(datur dalam Persyaratan Umum Bahan Banqunan di Indonesia,PUBI ),

dan setiap pemakai dapat melaporkan kemada Departemen Perindustrian
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mengenai adanya penyimpandgan terhadap nroduk yang telah diterankan
S.I.I. nya.

Untuk menunjang kegiatan Standardisasi Industri serta keberhasilan dalam
nelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.5 tahun 1964
tentang Perindustrian yang didalamnya antara lain disebutkan :

Pasal 19 : Pamerintah menetapkan Standar untuk bahan baku dan barang
hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil
industri serta untuk mencarpai daya quna nroduksi.

.

Pasal 26 : RBarang siapa dengan senqé ja melakukan perbuatan vang
bertentanqgan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, dinidana nenjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua maluh lima juta
rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin usaha in-
dustrinya.

Dari sebanyak 2029 buah SII yang telah disahkan oleh Menteri Perin-
Justrian, sejumlah 404 buzh SII. telah diterapkan dengan perincian :

- Secara wajib 34 huah

- " sukarela : 116 huah

- diwajibkan dalam proyek nembanaqunan/
pengadaan pemerintah: 254 buah.

Khusus untuk komoditi minuman ringan seperti limun, sirup, air soda

minuman teh dalam kemasan dan lain-lain.
Syarat mutunya yang ditetapkan dalam SII. dapat dilihat dalam lampirar.

GCambar 2.
PENERAPAN S.I.T. SECARA WAJIB.
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TI. PROSEDUR PEMGGUNAAN TANDA SII

1. Perusahaan industri yang berminat untuk mengqunakan tanda SII mengaju-

kan vermohonan kepada Departemen Perindustrian u.p. Direktur Jenderal

peambinanya dengan tambusan kepada KanwWil Perindustrian sctemmat.
Dalam pelaksanaannya, penerapan SIT men jadi tanqggung jawab Direktorat
Jenderal Kelompok industri yang bersangkutan, yang selanjutnya mengin-
struksikan pemeriksaan perusahaan dan pengujian produk.

2. Kantor Wilayah Perindustrian setemmat memberikan rekomendasi tentang
kemampuan perusahaan tersebut dalam menqqlmkan tanda é;ﬁ kerada —~——
Departemen Perindustrian u.D-. Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Penerapan SII dilapangan atau didaerah vang antara lain meliputi
pemeriksaan perusahaan mengenai kemampuan produksi sesuai SIT dan pe-

ngawasan mutunya. dilakukan oleh Kantor Wil. Perindustrian sctempat.

3. Sctelah menerima permohonan peNGEuURAAD tanda SII dan rekomendasi dari

Kan.Wil. pPerindustrian setempat, maka Direktorat Jenderal yang bersang

kutan menunjuk pemeriksa dan Balai / Lembaga penquji.
Pengujian produk dalam rangka penerapan SII dilakukan olsh Ralai
Balai dilingkundgen Departemen Perindustrian dan Lembaga Uji lainnya
yang ditunjuk oleh
Perindustrian No. 334/M/SK/7/1981.

iksa hal-hal :

Menteri Perindustrian sesuai dengan S.K. Menteri -

4. Pemcriksa bertugas wuntuk memer
a. Apakah perusahaan Manpu mempr:
sisten dengan memeriksa alat-alat produksi ,alat-alat nenqu-

oduksi memenuhi SII secara kon-

jian, cara pengujian, cara pengendalian mutu dan aspek-aspsk
teknis yand diperlukan.
b. Kesungguhan pimpinan perusahaan mengenai usaha Standardisasi.
Selain itu pemeriksa pertugas untuk mengambil contoh uji dari hasil pro
duksi perusahaan tersebut,

mengirimkannya ke Balai / T

membouat Berita Acara Pengambilan Contoh dan

~nbaga penquji yang sudah ditunjuk.
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Pameriksa harus mambuat laporan pemeriksaan perusahaan-kepada

Dir.Jen. vang menugaskannya.

Balai / Lembaga penguji bertugas untuk meneliti contoh uji yang
dikirim olch pemeriksa apakah memenuhi SIT atau tidak dan membuat

laporan hasil penqujian kepada Dir.Jen. yang menugaskannya dencor
tambusan kepada Kan.@il Perindustrian setempat. e

Dir.Jen. menilai laporan pemeriksaan perusahaan dan laporan pengu

jian . Berdasarkan laporén itu Direktur Jenderal yang bersangkutan
dapat :
a. menolak nermohonan tanda SII .
b. mengusulkan kepada Menteri Perindustrian untuk memberikan

izin penggunaan tanda SII .
et {laian disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kenad:

Kan.Wil. Perindustrian yang bersangkutan.

penolakan permohonan penggunaan tanda SII oleh Direktur Jenderal
yang bersangkutan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepad

cepacda
Kan,Wil. perindustrian setempat.

Justrian mengeluarkan izin penggunaan tanda SII kepada pemohon

dengan tembusan kepada yang bersangkutan.
Setelah menerima jzin pengounaan tanda SfI | e St e
berhak untuk memproduksi barang dan menggunakan tanda SII dengan - -
jaminan rutu sesuai dengan SII. :

Pengawasan barang yang menqgunakan tanda SII dilakukan oleh Dir b+
rat Jenderal yang bersangkutan secara e M T X .

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yana
bersangkutan , izin penggunaan tanda SII dapat :

a. ditangguhkan / ditunda
b. dicabut
c. diteruskan.




SITI :0232 — 87 : MINUMAN SART BJAH MARKISAH
Syarat “utu
Pengujian { Jenis sirop; Jenis squash ! Jenis limm f
1. ¥eadaan normal normal normal '
2. Derajat asam, ml has2
1 N/100 qr contoh, min. 15 20 5
3. Gula (jumlah gula inversi
dihitung sebagi sakarosa) %,
minimm 50 35 10
1. Sari tanpa qula, % minimim 10 15 2
5. Penqawet (benzoat, dihitung
se}}zaqai asam benzoat) , m/kg 1000 1000 s
m S.
- asam salisilat nagatif neqatif nogatif
5. Pamnis buatan negatif neqatif nagatif '
7. Zat warna sasuai Peraturan Menteri Kesehatan i
| 8. Ccmran logam i
- Tinbal, Pb, my/kg maks. 0,2 0,2 072 |
- Tembaga,Cu my/kg  maks. ; ‘2 j ,
- Seng, 7n mg/kg maks ’
sn . ) _40 1Q 507 4 i
i) .- ot , ;
e oSt o S AT
9. Ar s e n, As my/kg meks. d : e ,
!
10. Mikrobiologi !
- Jumlah bakteri koloni 100 100 100
i ml mks.
Bakteri bentuk coli nogatin neqatif neqatif
3 - B erl O
3 St P naogntif neqatif nematif
- Jamur
! naoptif necgatid nogatif
{ - Salmonila
b TR M N S0
by
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STTI. 1084 - 84 , AIR SODA

SYARAT MUTU.

Lamwiran :

Py

No. ;
Urail1an

Parsyaratin

urut

l./Rasa

2./l Rau

3.fMarna

4. | Kenammpakan

5. |Karbon Jioksida (co
6. |padatan tak terlarut
7. |Canaran logam Zils?b,Hq,Cu

o
2) w.ifre.

) dan

e ——

normal

tidak berbau

tidak bervarna
J.ejr-n svh

3 -4 atm

maks. 500 prm (m/kg)

sesu2i dzngan kstentuan yang
berlaku.

e

S I I. 0273-84, MINUMA] TEH DALAM KEASAI.

Syarat Mutu.

=
B 4
o i . Persyaratan l
g it Uraian
L. | Xenampakan Jernih —I
1 |
2. | Bau dan rasa NOITTE“ |
3. | Teina / kafeina Positin ‘
[ Tanin Positin |
i i
5. | Kadar qula (dihitung sed HnL e |
o | SEE e pidak bolsh ala ;
i WAL - |
7 B, Sasuai Asngan neraturan yang berlaku
: Pengawet
8 Dd,:l is buat Tidak bolzh ada n
- | Pemanis huatan J
° Cem 1 (Pb,Cu ) dan As Sesuai dengan peraturan yanqg berlaku
° 3] ran Oc!:lm ; pE 4 :
10 Uii mi : R
° mikrobiolodis =
-~ jamur a
- akteri phentuk coli Tidak boleh :ia L




SITI. 0930-84:SQUASH

Syarat Mutu.
D,
Nt Uraian c Persyaratan
L. Rau rasa normal
2. | Kadar qula (dihitung sebagai sakarosa)| 25 % - 55 %
3. | Total radatan terlarut min. 30 %
Dengnwet Sesuai denman neraturan yang berlaku.

5. | Pamnis buatan tidak boleh ada
5. At warnA sesual dengan neraturan yang horlaku
7. | Pengental sesuai dengan neraturan vang borloku.
8, Céneran logam (Pb,Cu,Hg) & As sasuaikan dengan naraturan yang barla’,
9. | “ikrobiologis : - jamur tidak bolzh ada

_raqgi tidak bolch 2da

_ takteri tidak bolch ada

hentuk Coli
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Dengan hormat,

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian ... . . ...
jengan ini

teeeesesessscesnsecanee tangagal: treseq\PPeereecacaccs
in nengounaan tanda SII untuk :

kami mengajukan permononan izin 9€
Xomoditi :
Tipe / Jenis :
Merk Dagand -
Hasil Produksi

Bu:'cama ini kami lampirks

tanda SII sehagai pahan DEE ti
pantuAan rapak,

moanadan.

kami sampaikan terimkasih.
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